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PUTUSAN
Nomor 1734 K/Pid.Sus/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan

oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : AKZEL A. WATTIMENA,;
Tempat Lahir : Ambon;

Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/9 Januari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan :Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan DR. Kayadoe SK. 219 RT 003 RW 007
Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe,

Kota Ambon;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan

tanggal 30 Maret 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara

(RUTAN) sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ambon
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Ambon tanggal 7 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKZEL WATTIMENA alias AKZ terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan
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Kesatu Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9
(sembilan) tahun dan denda Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan
penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih yang dilapisi tas kresek putih dan
dibalut menggunakan lakban bening;

- 1 (satu) buah celana Levis panjang berwarna biru;

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam;

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih;

- Potongan-potongan aluminium foil;

- 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar yang di dalamnya terdapat 25
(dua puluh lima) paket yang dikemas menggunakan plastik klip bening
ukuran kecil yang masing-masingnya berisi tumbuhan kering berupa daun,
batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan | jenis ganja;

- 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar yang di dalamnya terdapat 25
(dua puluh lima) paket yang dikemas menggunakan plastik klip bening
ukuran kecil yang masing-masingnya berisi tumbuhan kering berupa daun,
batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan [ jenis ganja;

- 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar berisi tumbuhan kering berupa
daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan | jenis ganja;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9T warna biru, nomor handphone
082199931565;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00
(dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 163/Pid

Sus/2023/PN Amb tanggal 11 September 2023, yang amar lengkapnya sebagai

berikut:
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1. Menyatakan Terdakwa AKZEL A. WATTIMENA alias AKZ yang identitasnya

sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana “Menerima dan menjadi perantara dalam
jual beli Narkotika Golongan 1

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa, dengan pidana
penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp8.000.000.000,00

(delapan miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak

dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih yang dilapisi tas kresek putih dan
dibalut menggunakan lakban bening;

- 1 (satu) buah celana Levis panjang berwarna biru;

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam;

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih;

- Potongan-potongan aluminium foil;

- 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar yang di dalamnya terdapat 25
(dua puluh lima) paket yang dikemas menggunakan plastik klip bening
ukuran kecil yang masing-masingnya berisi tumbuhan kering berupa daun,
batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan [ jenis ganja;

- 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar yang di dalamnya terdapat 25
(dua puluh lima) paket yang dikemas menggunakan plastik klip bening
ukuran kecil yang masing-masingnya berisi tumbuhan kering berupa daun,
batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan | jenis ganja;

- 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar berisi tumbuhan kering berupa
daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan | jenis ganja
dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9T warna biru, nomor handphone
082199931565, dirampas untuk Negara;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
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Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 105/PID SUS/

2023/PT AMB tanggal 1 November 2023, yang amar lengkapnya sebagai

berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan
Penuntut Umum tersebut;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 163/Pid.Sus/
2023/PN Amb tanggal 11 September 2023 yang dimintakan banding
tersebut;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 68/Akta Pid.Sus/ 2023/PN
Amb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon, yang
menerangkan bahwa pada tanggal 24 November 2023, Penasihat Hukum
Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan
Tinggi Ambon tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Desember 2023 dari Penasihat
Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2023
sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Ambon pada tanggal 4 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah
diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 November
2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan
kasasi pada tanggal 24 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 4 Desember 2023.
Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang,
oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat

diterima;
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Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/

Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;
Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon

Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan
judex facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan judex
facti/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menerima dan menjadi
perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sudah tepat dan telah
menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;

- Bahwa putusan judex facti dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan
hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara
yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang
terungkap di muka sidang;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap Terdakwa ditangkap pad hari
Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 21.09 WIT di depan Gereja
Imanuel OSM Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe pada saat menerima
paket kiriman Lion Parcel dari kakak kandung Terdakwa bernama Marsel
Nataniel Wattimena alias Acel dari Jayapura Papua yang berisi Narkotika
jenis ganja dengan berat 75,88 (tujuh lima koma delapan delapan) gram.
Bahwa Terdakwa sudah berulang kali menerima paket Narkotika jenis ganja
dari Papua dengan tujuan untuk diedarkan kembali dengan mendapatkan
imbalan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap kali pengantaran. Untuk
menghilangkan jejak setiap kali pengiriman selalu dialamatkan kepada saksi
Remsy baru kemudian diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur
Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

- Bahwa meskipun alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan,
namun putusan judex facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan
judex facti/Pengadilan Negeri perlu diperbaiki mengenai pidana yang
dijatuhkan oleh judex facti dengan pertimbangan jumlah barang bukti
Narkotika jenis ganja yang ditemukan relatif tidak terlalu banyak yaitu seberat

75,88 (tujuh puluh lima koma delapan delapan) gram, serta untuk
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menghindarkan terjadinya disparitas mengenai pidana yang dijatuhkan yaitu

antara pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini dengan
pidana yang dijatuhkan kepada pelaku-pelaku dalam perkara lain yang tindak
pidananya sejenis dan dengan jumlah barang bukti Narkotika jenis ganja
yang sama atau relatif tidak terlalu jauh berbeda dengan yang ditemukan dan
disita dalam perkara ini;

- Bahwa oleh karenanya maka adalah adil dan beralasan hukum untuk
memperbaiki pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana
yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka
permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan ditolak dengan
perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi
Ambon Nomor 105/PID SUS/2023/PT AMB tanggal 1 November 2023 yang
menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 163/Pid Sus/2023/PN
Amb tanggal 11 September 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang
dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk
membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa AKZEL A.
WATTIMENA tersebut;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 105/PID
SUS/2023/PT AMB tanggal 1 November 2023 yang menguatkan Putusan
Pengadilan Negeri Ambon Nomor 163/Pid Sus/2023/PN Amb tanggal 11
September 2023 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa

menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan
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pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan

ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan
pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada
tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Dr. Desnayeti M., S.H., M.H., Hakim
Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,
Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum. dan Yohanes Priyana,
S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu
juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Happy Try
Sulistiyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh

Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd./ ttd./
Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum. Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.
ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
ttd./
Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. : 19611010 198612 2 001
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